PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
KECAMATAN BONGAN

JI. Bina Raga RT. lll Kode Pos 75572

MUARA KEDANG

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT BONGAN

NOMOR : 000.8.3.2 / 006 / PELUM /1 /2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
KECAMATAN BONGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan  pelayanan, setiap  penyelenggaraan
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan

Publik;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
tersebut dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan

Publik ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b

dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Bongan.



Mengingat

H

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3696);



7.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara RepublikIndonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Menteri Negara  Agraria/Kepala  Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentutan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615) ;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2020 tentang
Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Kelompok Rentan
dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 07);
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor
6 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Kabupaten
Kutai Barat

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2016
Tentang Organisasi dan Tata Sekretariat Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2017
Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Lingkingan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2017
Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten

Kutai Barat.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik Kecamatan Bongan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan Standar Pelayanan Publik, sebagaimana dalam diktum

Kesatu, memuat:

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
a. Persyaratan;

b. Sistem, Mekanisme dan prosedur;

c. Jangka waktu pelayanan;

d. Biaya/tarif;

e. Produk Pelayanan;

f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pengelolaan layanan di internal organisasi (manufacturing),

meliputi :

a. Dasar Hukum;

b. Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas

c. Kompetansi pelaksana;

d. Pengawasan internal;

e. Jumlah Pelaksana;

f. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;

g. Evaluasi Kinerja Pelaksana;



KETIGA

KEEMPAT

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua
dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh

Pegawai pada Kecamatan Bongan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bongan
4 Januari 2024
ﬂ,\ Camat, .

\\. N
Iaran©

NIP. 19670924 199512 1 003
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